DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184
ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancancan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralyat
Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling fambat 8 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran Berakhir ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatl
Daerah ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenteng Pajak Bum: dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak BRumi dan Bangunan :

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tertang Bea. Perolehan
hak Atas Tanah dan Bangunan :

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolosi dan Nepotisme ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;



[8)]

10.

i1,

12.

16.

tUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;

Urdang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuvangan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tanun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah s2bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Momor 12.-Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedva Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintzhan Daerah ;

Undang-lindanig Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
‘auangan antara Pemerintah Pusat dar Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2003 tentang Pgjak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

2. Peraturan Pemerinteh Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah

_Peraturar Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Caarah ;

. Peraturain Pemerintah Nomor 24 Tahun 2904 tentang Kedudukan

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dar Anggota Dewan
Panvakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahi Nomer 21Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tehun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kakyat Daerah ;

Peraiuran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang
Pengelolsan Keuangan Badan Layanan Umum ;

Peraturan FPemerintah Nomor 24 Tahur 2005 tentang Standar

_ Akutansi. Pemerintah ,

18.

18.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ;

.Peraturan  Pemerintah Nomor' 58 Tahun 2005 tentang

Pengeloiaan Keuangan Daerah ;

Feraturan Pemer_;n/tah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan darfPenerapan Standar Petayanan Minimal ;

2. Peraturan Pemormtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Penqawgsan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeriniah ;

Peraturan Pemerintah Nomar 1  Tghun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dar. Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Kepzia®™ Daerah,
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat [aerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat ;

Peraturan Pererintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Pearwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ;

.Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

+.Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rerrbang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Cewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembarng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Terib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Rembang.

I. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada
tanggai 2 Juii 2014 ; .

2. Pendapat braksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupater Rembang tanggal 2 Juli 2071 4;

3. Pernbizaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
2 Juli 2014. ‘

MEMUTUSKAN

Manyetuju! Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggarar 2013 beserta lampiran-lampiranya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir :

Menyerahkan , proses  selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Kgputusan ini kepada Bupati Rembang ;



KETICA

KEEMPAT

Membperiken Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;

Keputuszn ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkar: .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Ir. H. SUNARTO



